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A. Latar Belakang 
Ketika Soeharto lengser dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998, ada 
harapan untuk terjadinya perubahan yang mendasar dalam kepemerintahan 
(governance)  di Indonesia. Salah satu isu yang mencuat selama tahun-tahun terakhir 
pemerintahan Soeharto adalah mewabahnya korupsi yang tidak hanya melibatkan 
Soeharto dan keluarganya, tetapi juga seakan telah merasuk sampai ketingkat yang 
terendah, dan semakin terang-terangan.  
Pelayanan publik disemua level, betul-betul sangat terpengaruh. Banyak 
terjadi penyelewengan dana, sementara insentif untuk memberi pelayanan publik 
yang baik nyaris tidak ada. Kondisi ini membentuk kultur administrasi yang 
birokratis, dimana sangat sedikit atau tidak ada dorongan untuk melakukan reformasi 
dan perubahan. Sebaliknya, perilaku birokrasi banyak diwarnai sikap ABIS (asal 
bapak ibu senang). Banyak, kalau tidak nyaris seluruh pegawai negeri dan politikus di 
tingkat lokal selama masa pemerintahan Soeharto hidup nyaman, menikmati 
kekuasaan dan materi yang cukup melimpah, yang tidak sungguh-sungguh ingin 
berubah. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas, disertai dengan sistem 
kekeluargaan buta dan pemupusan inisiatif lokal mengarah pada situasi 
ketidakpercayaan yang mendalam dari kalangan warga terhadap lembaga publik, 
yang paling serius adalah adanya fakta bahwa masyarakat tidak mempercayai 




yaitu polisi, pengadilan, dan administrasi publik. Memang tugas yang tidak mudah 
untuk mengubah sebuah sistem yang begitu mendarah daging. Mengubah suatu 
birokrasi dari yang biasa bekerja hirarkis menjadi birokrasi yang responsif terhadap 
rakyat dan atau wakilnya yang terpilih, nampaknya masih merupakan proses yang 
lambat dan sulit. Belajar dari sejarah kelembagaan dan budaya politik di Indonesia 
kiranya sulit untuk mengharapkan terjadinya reformasi di sektor publik. Terlalu besar 
resiko dan terlalu sedikit penghargaan bagi aparat publik untuk melakukan inovasi. 
Reformasi  sektor publik di Indonesia tampaknya  harus diprakarsai oleh pihak luar, 
melalui tekanan-tekanan dari civil society dan reformasi politik melalui anggota 
legislatif dan partai politik. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memenangkan “hati 
dan pikiran” masyarakat.  
Penggunaan paksaan dan janji-janji kosong hanya akan menimbulkan 
pengasingan dan apatisme. Pelatihan-pelatihan yang profesional yang 
diselenggarakan oleh lembaga-lembaga donor semenjak era 1980-an dan 1990-an, 
sepertinya kecil pengaruhnya terhadap perubahan, karena situasinya kembali 
tergantung kepada individu dan lembaganya yang memang tidak beriktikad untuk 
melakukan perubahan. Oleh karena itu, penyelenggara administrasi publik yang 
merupakan kunci untuk terlaksananya demokrasi lokal pada awalnya bisa menjadi 
segan untuk mendukung desentralisasi yang demokratis. Rasanya sangatlah perlu 
keikutsertaan dalam pendidikan politik, yang akan menjelaskan bahwa keberlanjutan 
pemerintahan hanya dapat dicapai melalui administrasi yang lebih transparan, yang 
mengarah pada peran serta masyarakat yang lebih tinggi serta tingkat penerimaan 




Selama pemerintahan yang otoriter dan sentralistik (1966-1998), DPRD tidak 
memiliki kekuasaan yang nyata, bahkan mereka ditunjuk dan dilantik dengan 
kewenangan formal, mereka tidak memiliki pengaruh yang nyata, tidak pula para 
anggotanya benar-benar mewakili suara pemilih, karena pemilu dilaksanakan tidak 
dengan jujur dan adil. Sebagai hasilnya fungsi ceck and balance sangat lemah, pada 
semua tingkatan pemerintahan. Pejabat pemerintah dapat melaksanakan tugasnya 
tanpa gangguan dari masyarakat atau oleh  lembaga legislatif. Bersama-sama dapat 
diketahui hasilnya: korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakpercayaan 
masyarakat yang pada akhirnya menuju lenyapnya rezim otoriter. Dengan adanya 
reformasi serta diberlakukannya sekarang UU 23/2014 tentang pemerintah daerah, 
situasi berubah drastis. DPRD sekarang telah mendapatkan legitimasi peran sebagai 
unsur pemerintahan yang dapat mengajukan draft peraturan serta anggaran, dan 
mengawasi pelaksanaan kebijakan dari pemerintah daerah. Hal ini penting untuk 
menyakinkan pelaksanaan otonomi daerah yang baik.  
Secara umum, pemilihan umum dan parlemen adalah satu-satunya jalan untuk 
mengagregasi kepentingan dan menjalin sistem perwakilan demokrasi. DPRD adalah 
lembaga dimana kepentingan dan preferensi masyarakat diekspresikan dan 
ditransformasikan kedalam kebijakan.  
Fungsi perwakilan DPRD pada dasarnya diwujudkan dalam pelaksanaan tugas 
pokok DPRD dalam tiga hal penting yaitu: legislasi, penganggaran dan pengawasan.
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Oleh karena itu, para anggota DPRD patut memahami hakikat keberadaannya sebagai 
anggota DPRD dan mampu merumuskan tolok ukur atau indikator pelaksanaan 
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mandat yang baik. Cara ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap 
anggota-anggota DPRD berikut kelembagaan DPRD.  
Penggunaan wewenang DPRD yang strategis adalah fungsi pengawasan. 
Ruang lingkup yang diatur dalam UU Pemda adalah melakukan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara konseptual, fungsi pengawasan ini 
berpijak pada ranah check and balance
2
 dari fungsi pemerintahan dan fungsi 
parlemen. Untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, DPRD 
dapat menggunakan instrumen pribadi sebagai anggota partai politik dengan 
ujungnya adalah fraksi. Selain itu, pengawasan juga dapat dilakukan melalui posisi 
anggota DPRD sebagai bagian dari kinerja komisi, pengawasan yang paling penting 
dilakukan adalah pengawasan melalui fungsi pimpinan DPRD.  
Pengawasan oleh anggota DPRD melalui fraksi lebih dikenal dengan istilah 
pengawasan politis. Perlu dipahami, bahwa anggota DPRD tetap harus membawa 
platform partai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Platform tersebut harus 
disesuaikan dengan kebutuhan konstituen yang diwakili, khususnya menjaga 
kepentingan rakyat didaerah pemilihannya. Pengawasan yang dilakukan adalah, 
apakah pemerintah benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat didaerah 
pemelihan (Dapil) yang diwakilinya.  
Pengawasan oleh komisi, lebih mengarah pada persoalan sinergi antara fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan dengan tugas-tugas pemerintah daerah dalam 
memberikan pelayanan publik yang memadai. Anggota komisi, sesuai dengan bidang 
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masing-masing harus aktif melakukan pengawasan atas terpenuhinya hak-hak 
masyarakat menerima pelayanan publik, langkah yang paling efektif adalah rapat 
internal komisi untuk memberikan catatan dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan 
publik. Hasil koordinasi antar anggota komisi harus disimpulkan sebagai hasil akhir 
dari sikap komisi yang telah disepakati bersama. Langkah selanjutnya adalah 
melakukan rapat koordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai 
dengan pasangan komisi, untuk menyampaikan hasil evaluasi. Selanjutnya meminta 
kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) membuat rencana tindak lanjut dalam 
mensikapi temuan komisi. Evaluasi atas hasil pertemuan yang telah dilakukan juga 
harus dilaksanakan oleh komisi. Pada kegiatan ini, dukungan data dari sekretariat 
DPRD yang berada di komisi juga sangat menentukan. Kemampuan menyiapkan 
notulensi dan arsip-arsip persuratan yang disiapkan oleh sekretariat akan berpengaruh 
pada keberhasilan komisi melakukan fungsi pengawasan.  
Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan DPRD juga memegang peran 
penting dalam memberi corak keberhasilan kinerja DPRD dibidang pengawasan. 
Kewibawaan pimpinan DPRD untuk selalu berdiri sama tinggi dengan kepala daerah 
juga berperan besar. Pimpinan DPRD perlu melakukan interaksi aktif untuk selalu 
mengingatkan kepala daerah manakala ada aspek pelayanan publik atau 
penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berjalan secara profesional. Misalnya, ada 
peraturan daerah (Perda) yang tidak berjalan efektif, maka DPRD perlu mengingatkan 
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan mengirimkan hasil pengawasan SKPD  
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) kepada kepala daerah untuk mendapatkan perhatian. 




atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, namun semua itu tidak mudah untuk 
direalisasikan, masih banyak kendala yang ada dalam menjalankan peran pengawasan 
DPRD dalam rangka mewujudkan good governance (Pemerintahan yang aman, baik, 
bersih dan bertanggungjawab)
3
 diantaranya adalah masih lemahnya pranata hukum 
yang mengatur kewenangan, tugas dan mekanisme pengawasan yang dilakukan 
DPRD. Pranata hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ada seringkali 




B. Rumusan Masalah 
Penulis jadikan rumusan masalah didalam penulisan tesis ini, yaitu: 
1. Bagaimana Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap  
Pemerintah Daerah dalam mewujudkan good governance? 
2. Bagaimana Kendala kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  dalam rangka  
mewujudkan good governance? 
3. Bagaimana Model Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kedepan  
terhadap Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Good Governance? 
C. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan tesis ini adalah: 
1. Untuk mengetahui peran Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 
Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan good governance. 
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2. Untuk mengetahui Kendala kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
rangka mewujudkan good governance. 
3. Mengetahui model pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kedepan dalam 
mewujudkan Good Governance. 
D. Manfaat penelitian 
Berlatar belakang dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 
sebagai berikut: 
1. Mengetahui  peran Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 
Pemerintah Daerah dalam mewujudkan good governance 
2. Mengetahui Kendala kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka 
mewujudkan good governance 
3. Mengetahui model pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kedepan dalam 
mewujudkan Good Governance. 
E. Validitas Data 
Penelitian tidak ada yang sempurna untuk mengadakan control dan mengukur 
dan instrumen yang tepat. Hampir semua alat pengukur menimbulkan kecurigaan, 
apakah alat tersebut benar-benar dapat dipakai untuk mengetahui berbagai indicator 
yang hendak diketahui. Dalam penelitian kualitatif diakui berbagai kalangan bahwa 
peralatan yang dipakai mengandung tingkat ketepatan yang sangat terbatas. 
Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamatan, 
dimaksudkan untuk menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 
relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari yang kemudian memusatkan 






 Disamping itu, validitas data dilakukakan dengan triamggulasi, yakni 
data yang diperoleh dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan 
data sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu.  Teknik Trianggulasi yang paling banyak digunakan 
ialah melalui sumber lainnya, yakni (1) membandingkan data hasil pengamatan 
dengan hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan 
umum dengan apa yang diutarakan secara pribadi, (3) membandingkan yang 
dikatakan pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, dan (4)  
membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 
pandangan orang, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 
yang berkaitan. Disamping itu, dilakukan dengan pengecekkan ulang dan 
mendiskusikan dengan informan serta mengekspos hasil sementara atau hasil akhir 
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